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ABSTRAK 

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945, yang menjunjung asas persamaan di depan hukum. 

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dan hukum perdata 

memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam kedudukan para 

pihak. Dalam perkara perdata, penggugat dan tergugat memiliki 

kedudukan yang setara, sehingga prinsip keadilan harus dijunjung 

tinggi, termasuk dalam kasus wanprestasi.Wanprestasi terjadi ketika 

salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya 

sebagaimana disepakati. Berdasarkan KUH Perdata, wanprestasi 

dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian, dan dapat 

mengakibatkan konsekuensi hukum seperti pembayaran ganti rugi, 

pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko. Advokat memiliki peran 

penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada tergugat 

dalam kasus wanprestasi guna memastikan adanya pembelaan yang 

adil. Peran advokat mencakup konsultasi hukum, penyusunan strategi 

pembelaan, penyelesaian non-litigasi, serta upaya hukum lanjutan 

seperti banding atau kasasi.Penelitian ini menggunakan metode 

hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data 

diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis 

dilakukan secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari isu-isu 

umum ke kasus konkret. Hasil penelitian menegaskan pentingnya 

peran advokat dalam memastikan perlindungan hak tergugat dalam 

kasus wanprestasi, serta perlunya keseimbangan antara hak kreditur 

dan kondisi sosial-ekonomi debitur dalam penyelesaian sengketa 

wanprestasi. 

Kata Kunci: Wanprestasi, Hukum Perdata, Advokat, Persamaan di 

Depan Hukum, Perlindungan Hak Tergugat 

 

ABSTRACT 

Indonesia is a state governed by law, as stipulated in Article 1, Paragraph (3) 

of the 1945 Constitution, which upholds the principle of equality before the 

law. In the Indonesian legal system, criminal law and civil law have 

fundamental differences, particularly in the legal standing of the parties 
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involved. In civil cases, the plaintiff and the defendant have equal standing, 

making it essential to uphold the principle of justice, including in breach of 

contract cases.Breach of contract occurs when one party in an agreement fails 

to fulfill its obligations as agreed upon. According to the Indonesian Civil 

Code, breach of contract may result from intentional misconduct or negligence 

and can lead to legal consequences such as compensation for damages, contract 

termination, and risk transfer.Advocates play a crucial role in providing legal 

assistance to defendants in breach of contract cases to ensure a fair defense. 

Their role includes legal consultation, defense strategy development, non-

litigation dispute resolution, and further legal actions such as appeals or 

cassation.This study employs a normative legal research method with a 

literature review approach. Data is obtained from primary, secondary, and 

tertiary legal sources. The analysis is conducted deductively by drawing 

conclusions from general issues to specific cases.The research findings 

highlight the importance of advocates in ensuring the protection of defendants' 

rights in breach of contract cases and the need for a balance between creditors' 

rights and debtors' socio-economic conditions in resolving contract disputes. 

Keywords: Breach of Contract, Civil Law, Advocates, Equality Before The 

Law, Protection of Defendants' Rights 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesial adalah negaral yang didasarkanl pada supremasil lhukum, yangl tercermin 

dalaml Pasal 1l layat (l3) lUndang-Undanlg Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun l1945, yangl 

menyatakan bahwall negara Indonesial berlandaskan lhukum. Semua sektor, baik sosial, nasional, 

maupun pemerintahan, harus berlandaskan hukum, dengan tujuan akhir mencapai keadilan. 

Menurut Aristoteles, negara harus berdasarkaln hukum yangl dapat menjaminl keadilan bagil 

lwarganya, karenal keadilan adalahl syarat untukl lkebahagiaan. Untulk mencapai keadilanl lini, 

morall perlu diajarkanl kepada setiapl individu agarl menjadi wargal negara yangl lbaik. 

Dalaml sistem hukuml lIndonesia, terdapatl dua bidanlg hukum lutama: hukuml pidana 

danl hukum lperdata. Dalaml hukum lpidana, adal dua pihakl yang lterlibat, yaitul penuntut 

umuml dan lterdakwa. Penuntutl umum mewakili negara dalam menuntut orang yang melakukan 

tindak pidana, sementara terdakwal adalah orangl yang dituntutl dengan pidanal ltertentu. Di sisi 

lain, dalam perkara perdata, pihakl yang terlibatll adalah penggugatl dan ltergugat, dil mana 

keduanyal memiliki kedudukanl hukuml yang sama, berbeda dengan perkara lpidana di mana 

penuntut umum memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada terdakwa. Olehl karena 

litu, asasl persamaan dil depan hukuml harus ldihormati, yangl berarti semual individu memilikil 

kedudukan yangl sama dil hadapan lhukum. 

Advokat, khususnya yang mendampingi terdakwa dalam perkara pidana, memiliki peran 

penting dalam memastikan adanya asas persamaan di depan hukum. Dalaml perkara lperdata, 

baikl penggugat maupunl tergugat berhakl didampingi olehl lpengacara. Berdasarkanl lUndang-
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Undangl Nomor 18l Tahun l2003, pengacaral adalah profesil yang memberikanl jasa lhukum, baikl 

di pengadilaln maupun dil luar lpengadilan. Jasla hukum inil meliputi konsultasil lhukum, 

bantuanl lhukum, lperlindungan, lpendampingan, danl perwakilan lklien. 

Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa dalam perkara perdata, terkadang terjadi 

ketidakseimbangan persepsi di mana penggugat merasa lebih unggul dari tergugat. Tergugat 

seringkali dianggap bersalah, terutama dalam kasus pelanggaran kontrak atau gagal bayar, yang 

seringkali dikaitkan dengan kegagalan finansial. Debitur yang gagal bayar sering kali dihadapkan 

pada penagihan yang intens, yang kadang tidak memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi 

mereka. Dalam hal ini, advokat memiliki peran untuk memberikan bantuan hukum kepada debitur 

yang menghadapi kegagalan pembayaran. 

Penggugat dan tergugat dalam perkara perdata harus diperlakukan setara di mata hukum. 

Dalam situasi gagal bayar, kreditur dan agen penagihannya harus memperhatikan kondisi sosial 

ekonomi debitur. Kegagalan pembayaran yang disebabkan oleh kondisi yang tidak dapat dihindari, 

seperti kesulitan ekonomi, harus dipahami oleh kreditur dan tidak langsung dipandang sebagai 

pelanggaran yang disengaja. Dalam hal ini, advokat harus siap untuk memberikan bantuan hukum 

kepada debitur yang terjebak dalam situasi keuangan yang sulit. 

 

METODE PENELITIAN  

Me$tode$l yang digunakanl dalam pe$ne$litianl ini adalahl pe$ne$litianl hukum normatif atau 

studi hukum pustaka. Bahan hukum se$kunde$r me$ncakup be$rbagai sumbe$r yang me$nje$laskan bahan 

hukum prime$r, se$pe$rti buku te$ks, artike$l ilmiah, dan makalah yang re$le$van de$ngan topik yang 

dibahas. Di sisi lain, bahan hukum te$rsie$r be$rfungsi se$bagai sumbe$r tambahan yang me$mbe$rikan 

panduan atau pe$nje$lasan le$bih lanjut te$ntang bahan hukum prime$r dan se$kunde$r, te$rmasuk Kamus 

Be$sar Bahasa Indone$sia, kamus hukum, e$nsiklope$dia, dan sumbe$r se$je$nis.  Prose$s pe$ncarian bahan 

hukum prime$r, se$kunde$r, dan te$rsie$r dilakukan me$lalui studi pustaka, yang be$rfokus pada sumbe$r-

sumbe$r hukum yang re$le$van de$ngan te$ma pe$ne$litian. Ke$giatan ini dapat dilakukan di pusat 

dokume$ntasi dan informasi hukum, pe$rpustakaan, se$rta me$lalui pe$ncarian online$. Pe$nalaran 

te$rhadap bahan hukum te$rse$but dilakukan se$cara de$duktif, yaitu de$ngan me$narik ke$simpulan dari 

isu-isu umum me$nuju masalah konkre$t yang se$dang dihadapi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Wanprestasil adalah suatul kondisi dil mana salahl satu pihakl dalam perjanjianl tidak 

memenuhil atau melaksanakanl kewajibannya sebagaimanal yang telahl disepakati dalaml kontrak 

ataul lperjanjian. Denganl kata llain, wanprestasil merupakan bentukl pelanggaran terhadapl 

perjanjian yangl dapat berupal tidak lmelaksanakan, melaksanakanl ltetapi tidakl lsesuai, ataul 

melaksanakan tetapil terlambat.Wanprestasil diatur dalaml Kitab lUndang-Undangl Hukum 

Perdatal (lKUHPerdata), khususnyal ldalam: 

1. Pasall 1238 lKUHPerdata: Mengatulr tentang debiturl yang dianggapl lalai jikal tidak 

memenuhil kewajibannya dalaml jangka waktul yang telahl lditentukan. 

2. Pasal 1243 KUHPerdata: Menjelaskan bahwa wanprestasi dapat menimbulkan kewajiban 

untuk mengganti kerugian akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian. 
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3. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata: Mengatur tentang kondisi di mana debitur dapatl 

dibebaskan daril tuntutan gantil rugi jikal dapat membuktikanl bahwal wanprestasi terjadi 

karena keadaan memaksa.1 

Jika suatu pihak melakukan lwanprestasi, pihakl lain yangl dirugikan dapatl menuntut 

gantil lrugi, pembatalanl lperjanjian, ataul pelaksanaan perjanjialn sesuai ketentuanl lhukum. 2 

Wanprestasi juga berasall dari bahasal Belanda yaitul Wanprestatie yangl artinyal “prestasil 

buruk”. R. Subeki mengatakan bahwa wanprestasi yaitu “apabila si berutang (debitur) tidak 

melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau 

lalai atau ingkar janji. Ia melanggar perjanjian, bilal ia melakukanl atau berbuatl sesuatu yangll tidak 

bolehl ldilakukannya”. Apabilal si penyewal tidak dapatl melaksanakanl kewajibannyal 

sebagaimana yangl telah diperjanjikanl kepada penyedial sewa itulahl yang disebutl lwanprestasi, 

suatul wanprestasi dapalt berupa kelalaianl atas lperjanjian. Wanprestasli dapat terjadil karena dual 

hal lyakni: 

1. Kesengajaan, dimana seseorang dengan niat dan lakukan berdasarkan kehendak si tergugat. 

2. Kelalaian, dimana seseorang tergugat yang tidak akan menyangka suatu akibat tersebut akan 

muncul. 

Seorang penyewa diwajibkan untuk mengganti kerugian secara penuh berdasarkan isi 

perjanjian apabila suatu perbuatan wanprestasi tersebu dilakukan dengan secara sengaja. Kelalaian 

seseorang tergugat dapat dikategorikan dalam beberapa macaml lyaitu: 

1. Tidakl melakukan apal yang disanggupil akan ldilakukan; 

2. Melaksanakanl apa yangl lldijanjikan, tetapil tidak sebagaimanal ldijanjikan; 

3. Melakukanl apa yangll telah diperjanjikan, tetapill lterlambat; 

4. Melakukaln sesuatu dimanal menurut perjanjianl tidak bolehl ldilakukan. 

Kelalaian atau kealpaan yangl telah dilakukanl olehl siberhutang debitur dapat diberi 

ancaman atau berupa sanksi ataupun hukuman. Sanksi akan diterima apabila melakukan 

wanprestasi atas suatu perjanjian yaitu: 

1. Membayarl kerugian kepadla kreditur ataul singkatmya gantil rugil (pasall 1234 lKUHPer); 

2. Dapatl melakukan pembatalanl perjanjian ataul disebut denganl pemecahan perjanjianl 

(pasall 1266 lKUHPer) ; 

3. Dilakukannyla peralihan lresiko( Pasall 1237 ayatl (l2) lKUHPer); 

4. Berkewajiban membayarl lperkara apabila lpenyelesaian masalah hingga kepengadilan oleh 

hakim ( Pasal 142Rv dan Pasall 181 ayatl (1l) lHIR). 

Disini dikatakan bahwal suatu penggantian kerugian didefenisikan yakni sebagai berikut: 

“ganti kerugiansering diperincil dalam tigal unsur lyaitu: lbiaya, rugil dan lbunga. Biayal adalah 

segalal pengeluaran ataul perongkosan yangl lnyata-nyatal sudah dikeluarkanl oleh satul plihak. 

Rugil adalah satul kerugian jarenal kerusakan barangl barang kepunyaanl kreditur yangl 

 
1 Mahalia Nola Pohan and Sri Hidayani, ‘Aspek HukumTerhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata’, Jurnal Perspektif Hukum, 1.1 (2020), pp. 45–58. 
2 Rahmadani Rahmadani, ‘Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Nomor 60 RT 0 RW 01 

Gang Sepat Jalan Cipta Karya Kota’, 2022, p. 23 <https://repository.uir.ac.id/14020/>. 
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ldiakibatkan kelalaianl kreditur. Bungal adalah beruplla kehilangan keuntunganl yang sudahl 

dibayarkan ataul dihitung olehl lkreditur. 3 

Penggantian kerugianl yang dituntutl oleh krediturl pada dasarnyal kerugian dalaml 

sejumlah luang, itulah mengapa biasanya suatu penggantian kerugian dilakukan dengan 

pembayaran dala, bentuk uang sebagain wujud dari penggantian kerugian tersebut. Ada beberapa 

tolak ukur penggantian kerugian dilakukan sebagai berikut: 

1. Dalam bentuk objektif, yakni dilakukan penelitian berapa kerugian yang diderita oleh 

kreditur. 

2. Keuntunganl yang akanl diperoleh karenal adanya perbuatanl wanprestasi yangl telah 

ldilakukan. 

Penggantian kerugian karena wanprestasil menurut pandanganl Abdulkadir Muhammadl 

mengatakan bahwla haruslah adal satu teguranl yang baikl kepada debitur yang ditulis, baik 

berupa surat perintah maupun akta sejenisnya. Dalam pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan yakni 

terkait dengan adanya teguran atas suatu penggantian kerugian lyaitu: 

“penggantianl lbiaya, lrugi, daln bunga karenal tidak dipenuhinyal suatu perjanjianl barulah 

mulail diwajibkan apabilal sidebitur setelahl dinyatakan lalail dalam memenuhil 

lkewajibannya, masihl tetap melalaikannyal atau jikal sesuatu yangl harus diberikanl atau 

ldibuatnya, hanyal dapat diberikaln atau dibuatl tenggatb waktul yang telahl 

ldilampaukannya”.   

Pembayaranl ganti kerugianl atas wanprestasil tidaklah serta merta langsung dibebankan 

kepada seseorang melainkan apabila seseoarng tersebut telahl lmenerima teguranl untuk 

disegerakanl melaksanakan kewajibannyal sebgai kreditulr sebagaimana yangl telah dijelaskanl 

pada pasall 1243 KUHPerdatal ldiatas. Wanprestasil (lkelalaian) memilikil lakibat-akibatl penting 

dimanal tentunya harusl ditetapkan terlebihl dahulu apakahl siberhutang melakukanl wanprestasi 

ataupunl lkelalaian. Hal ini dijadikan sebagai alat penentu apakah seseorang dikatakan melakukan 

lalai atau alpa. Cara untuk memnarikan peringatan kepada kreditur, dan kemudian ia tidak 

melaksanakan teguran tersebut makan dirinya dianggap lalai. Hal ini pun dijelaskan pada pasall 

1238 KUHPerdatal yang lberbunyi: “sil berhutang adalalh llalai, bilal ia denganl lsurat perintahl 

dan denganl sebuah aktal sejenis itul telah dikatakanl llalai, ataul demi perikatannyal lsendiri, 

menetapkanl bahwa siberhutangl akan harusl dianggap lalail dengan lewatnyal waktu yangl 

lditentukan”.  

Pasal diatas dapatlah disimpukan bahwasanya bila seseorang tersebut telah diberikan 

teguran atas tindakan yang ia lakukan, namun dirinya tidak menghiraukannya atas teguran 

tersebut untuk segera melaksanakanl prestasinya makal ia beradal dalam keadaanl lalai ataul alpa 

danl hal tersebut daat dilakukan pemberian sanksi-sanksi terhadap dirinya sebagaimana yang telah 

disebutkan diatas yakni ganti rugi atau pembatalan perjanjian maupun pengalihan resiko. Hak-hak 

kreditur atas ingkar janji (lwanprestasi) yangl telah dilakukanl debitur lyaitu: 

1. Hakl untuk menuntutl pemenuhan atasl lperikatan. 

 
3 Faisal, PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH TOKO (RUKO) SECARA 

LISAN (Studi Di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit), 2019. 



CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 
Vol 11 No 6 Tahun 2025 

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461 
 

ISSN 3031-0369 
 

 
 

2. Hakl menuntut putusanll lperikatan, bilal mana perikatanl tersebut merupakanl perikatan 

timball lbalik/ menuntutl pembatalan perikatanl (lontbinding). 

3. Hakl untuk gantil lkerugian. 

4. Hakl untuk pemenuhanl berupa gantil lkerugian 

5. Hakl untuk pembatalanl perikatan denganl ganti lrugi 4 

Mengigat profesil advokat sebagail penegak hukulm yang mempunyail kedudukan setaral 

ldengan penegakl hukum lainnyal dalam menegakkaln hukum danl lkeadilan. Kedudukanl profesi 

advokatl untuk membaril jasa lhukum, baikl didalam maupunl diluar pengadilanl yang memenuhil 

persyaratan berdasarkanl ketentuan pasall 5 ayatl 1 lUndang-Undangl nomor 18l tahun 2003l 

tentangl ladvokat, bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang 

dijamin oleh huku dan peraturan perundang-undangan”. Maksud dari isi pasal 5 ayat 1 Undang-

Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, meyatakan bahwa: “Advokatl brstatus sebagail 

penegak lhukum” ladalah: “Advokatl sebagai salahl satu perangkatl dalam prosesl peradilan yangl 

mempunyai kedudukaln yang setaral dengan penegakl hukum lainnyal dalam menegakkanl 

hukum danl lkeadilan”. 

 Advokatl yang memenuhil persyaratan praktekl dan beracaral adalah advokatl yang berhakl 

memberikan bantuanl hukum sebagaimanal yang diaturl pada ketentuanl lUndang-Undangl 

Nomor 18l Tahun 200l3 tentang landvokat, lyakni: 

1. Advokatl piket yangl bersedia ditunjulk oleh lpengadilan; 

2. Advokatl yang mewakilil lembaga masyarakatl sipil penyedial bantuan lhukum;  

3. Advokatl yang mewakilil unit kerjal bantuan hukuml pada organisasil profesi advokatl altau;  

4. Advokatl mewakili lembagal konsultasi danl bantuan hukuml perguruan tlinggi. 

Dalaml menjalankan tugasl dan lfungsinya, Advokatl punya lkebebasan, lmandiri, jujulr dan 

keterbukaanl lyang dilindungil oleh lUndang-Undangl dan Kodel lEtik. Sebagail llprofesi yangl 

sejajar denganl penegak hukuml llainnya, profesil advokat dituntutl untuk menghargail sesama 

temaln sejawat sertal para penegakl hukum llainnya. Olehl karena litu,menjagal martabat danl 

nama baikl profesi yangl merupakan bentukl kepatuhan terhadapl politik advokatl dan sumpahl 

lpfofesi. Harapanl yang diinginkanl klien tentunyal ladalah diperjuangkanl haknya daln 

memperoleh bantuanl hukum ketikal dibutuhkan danl sebagai seorangl profesional hall ini 

merupakanl tugas seorangl ladvokat. Dalaml mengatasi perkaral wanprestasi timl advokat Lawl 

Office Tomil Sihotangl lS.Hl & Partnersl melakukan beberapal lcara, lyaitu; mengidentifikasil 

lkasus, mencocokkanl kronologis dengaln lbukti-buktil yang adal dan mencarli informasi daril para 

lpihak-pihakl yang terkait mengenai adanya pelanggaran kewajiban  dalam membayar biaya sewa 

menyewa rumah yang telah disepakati. Selanjutnya, tim advokat Law Office Tomi Sihotang S.H & 

Partners mengirimkan somasi kepada pihak yang menyewa rumah karena telah mengingkari 

perjanjialn sewa menyewal rumah yangl telah disepakatil oleh kedual belah lpihak, jikal para pihakl 

yang menyewal rumah masihl tidak maul membayar biayal sewa makal Tim Advokatl Law Officel 

Tomi Sihotangl S.Hl & Partnersl mengajukan gugatanl wanprestasi kel Pengadilan Negeril Medan 

 
4 Rahmadani, ‘Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Nomor 60 RT 0 RW 01 Gang Sepat 

Jalan Cipta Karya Kota’. 
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danl cara yangl ditempuh olehl Advokat timl Law Officel lTomi Sihotangl S.H &l Partners denganl 

melakukan upayal mediasi denganl penyewa rumahl utuk mencaril penyelesaian yangl lterbaik. 5 

Maka dari itu peran advokat sangatlah penting dalam melindungi hak hak tergugat kasus 

wanprestasi, terutama untuk memastikan bahwa tergugat mendapatkan pembelaan yang adil dan 

tidak dirugikan oleh tuntutan yang mungkin berlebihan atau tidak berdasar. Peran utama advokat 

dalam perlimdungan hak hak tergugat dalam kasus wanprestasi yaitu: 

1. Memberikan konsultasi dan strategi hukum  

Advokat akan menganalisis isi perjanjian dan memahami alasan tergugat dianggap 

wanprestasi. Jika ada faktor yang meringankan atau membuktikan bahwa tergugat tidak 

bersalah, maka advokat akan menyusun strategi hukum yang tepat.6 

2. Mengajukan pembelaan dalam proses hukum  

Jika kasus telah diajukan ke pengadilan, advokat akan: 

a. Menyiapkan jawaban gugatan; advokat akan menyusun bantahan terhadap dalil-dalil 

penggugat yang dianggap tidak sesuai atau berlebihan. 

b. Mengajukan Eksepsi; jika ada kesalahan prosedural dalam gugatan, seperti kurangnya 

legal standing atau kompetensi relatif pengadilan, advokat dapat mengajukan eksepsi agar 

gugatan dibatalkan. 

c. Menyajikan Bukti dan Saksi; Advokat akan mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa 

tergugat  telah memenuhi kewajibannya atau terdapat alasan sah yang menyebabkan tidak 

terpenuhinya kewajiban.7 

3. Mengajukan pembelaan berdasarkan alasan pembenar  

Dalam beberapa kasus, tergugat mungkin memiliki alasan sah yang membebaskannya dari 

tangggung jawab wanprestasi, seperti; 

a. Force majeure (keadaan memaksa) ; tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban karena 

faktor diluar kendalinya, seperti bencana alam atau pandemi 

b. Kesalahan penggugat ; jika pihak penggugat sendiri turut menyebabkan wanprestasi 

terjadi. 

c. Klausul komtrak yang tidak sah ; jika ada pasal dalam perjanjian yang bertentangan 

dengan hukum atau bersifat merugikan secara sepihak.8 

4. Mengupayakan penyelesaian non-litigasi 

Advokat juga dapat membantu tergugat dalam menyelesaikan sengketa tanpa melalui 

proses pengadilan, seperti ; 

a. Negosiasi ; berdiskusi dengan penggugat untuk mencapai kesepakatan yang adil. 

b. Mediasi ; menggunakan pihak ke tiga netral untuk mecapai solusi terbaik. 
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c. Somasi balasan ; mengirimkan tanggapan resmi yang menjelaskan posisi hukum tergugat.9 

5. Mengajukan upaya hukum lanjutan 

Jika pengadilan memberikan putusan yang tidak menguntungkan, advokat dapat membantu 

tergugat mengajukan : 

a. Banding ; mengajukan perkara ke pengadilan tingkat lebih tinggi. 

b. Kasasi ; memohon peninjauan ulang ke Mahkama Agung jika ada kesalahan penerapan 

hukum. 10  

 

KESIMPULAN  

Wanprestasil merupakan suatul bentuk pelanggaraln terhadap perjanjianl ketika salalh satu 

pihalk tidak memenuhil kewajibannya sebagaimanal yang telahl ldisepakati. Dalaml hukum 

perdatal lIndonesia, wanprestasil diatur dalaml beberapa pasall lKUHPerdata, seperti Pasal 1238, 

1243, 1244, dan 1245, yang mengatur mengenai kelalaian debitur serta konsekuensi hukumnya. 

Bentulk lwanprestasi dapalt berupa tidakl melaksanakan lperjanjian, melaksanakanl tetapi tidalk 

lsesuai, ataul melaksanakan secaral lterlambat. 

Terdapat dua penyebab utama wanprestasi, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Akibat hukum 

dari wanprestasi meliputi pembayaran gantil lrugi, pembatalanl lperjanjian, peralihanl lrisiko, danl 

kewajiban membayarl biaya perkaral jika kllasusl berlanjut kel lpengadilan. Ganti rugi yang 

diberikan kepada kreditur mencakup biaya, kerugian, dan bunga, yang umumnya dikompensasi 

dalam bentuk uang.  

Dalam menghadapi kasus wanprestasi, advokatl memiliki peranl penting dalaml 

memberikan perlindunganl lhukum bagil ltergugat. Peran advokat meliputi memberikan 

konsultasi hukum, menyusun strategi pembelaan, mengajukan eksepsi, serta mengajukan bukti dan 

saksi yang dapat membebaskan tergugat dari tuntutan. Jika diperlukan, advokat juga dapat 

mengajukan alasan pembenar seperti force majeure, kesalahan penggugat, atau klausul kontrak 

yang tidak sah untuk membela hak tergugat. 

Selain melaluil jalur lllitigasi, advokatl juga dapatl mengupayakan penyelesaianl sengketa 

secaral lnon-litigasil melalui negosiasi, mediasi, dan somasi balasan. Jika pengadilan mengeluarkan 

putusan yang tidak menguntungkan, advokat dapat membantu tergugat mengajukan upaya 

hukum lanjutan seperti banding dan kasasi. Dengan demikian, advokatl berperan dalaml 

memastikan bahwal tergugat mendapatkanl perlindungan hukuml yang adill serta lhak-haknyal 

tetap terjagal dalam kasuls lwanprestasi. 
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